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BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR    24     TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG                         

PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

    

BUPATI MALANG, 
 

Menimbang : a. bahwa pengaturan belanja hibah dan belanja bantuan sosial 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 4          

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan 

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja 

Bantuan Sosial perlu dipertegas dan diperjelas menyangkut 

mekanisme, prosedur dan sanksi dalam pemberian hibah dan 

bantuan sosial; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu mengatur Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan 

Sosial dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara                  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang                   

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah                  

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23                       

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 

Nomor 4/A); 

18.  Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E); 

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013                     

Nomor 3/C); 

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan 

Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Malang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Pedoman 

Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 2/A);   

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 4 TAHUN 2012 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN 

BELANJA BANTUAN SOSIAL. 

 

Pasal I 

 

 Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Malang Nomor 4                      

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan 

Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang                      

Tahun 2012 Nomor 2/A) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja 

Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 

Nomor 15/A) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

   

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 
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4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 

selaku pengguna anggaran/barang. 

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 

Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 

anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD 

dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 

badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku 

Bendahara Umum Daerah. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran 

SKPD. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan 

anggaran SKPD selaku Bendahara Umum Daerah.  

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan 

organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan 

untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah 

Daerah. 



6 

 

D:\EKKI\PRODUK HUKUM\2014\Peraturan Bupati\Administrasi Pembangunan\perubahan ke 2 pedoman hibah.doc 

15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa 

uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 

sosial. 

16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin 

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat 

NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber 

dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima 

hibah.  

18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang 

dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik 

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, 

profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam 

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non 

Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan. 

 

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (4) 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 13 

 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang 

ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah, 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Format C. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 

d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; 

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;  

f. tata cara pelaporan hibah; dan 

g. sanksi. 

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang 

untuk menandatangani NPHD. 
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(4) Penandatanganan NPHD untuk hibah berupa barang atau 

jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 

dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran pada SKPD bersangkutan. 

  

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara 

ayat (1) dengan ayat (2) ditambahkan ayat (1a), serta 

ditambahkan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta 

besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan 

Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta DPA-

PPKD. 

(1a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada 

SKPD berkenaan menetapkan daftar penerima hibah jenis 

barang atau jasa serta besaran nilai uang yang akan 

dihibahkan atas nama Bupati berdasarkan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD serta DPA-SKPD. 

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada                      

ayat (1) dan ayat (1a) menjadi dasar 

penyaluran/penyerahan hibah. 

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah 

kepada penerima hibah dilakukan setelah 

penandatanganan NPHD. 

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan 

mekanisme Pembayaran Langsung (LS).  

(5) Perubahan dasar penetapan penerima hibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dapat dilakukan 

setelah dilaksanakan pergeseran anggaran sesuai 

mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau 

Perubahan APBD tahun berkenaan. 

 

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 20 

 

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format E.1 yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
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(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada 

penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 

berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 

  

5. Ketentuan di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan                         

1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi                              

sebagai berikut: 

  

Pasal 20A 

 

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan 

sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan 

realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas 

laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang 

dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum 

pada Lampiran E.2 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara 

ayat (1) dengan ayat (2) ditambahkan ayat (1a) serta ayat (5) 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 Pasal 31 

 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta 

besaran uang dengan Keputusan Bupati berdasarkan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran APBD serta DPA-PPKD. 

(1a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD 

berkenaan menetapkan daftar penerima bantuan sosial 

jenis barang serta besaran nilai uang atas nama                      

Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta                      

DPA-SKPD. 

(2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (1a) menjadi dasar 

penyaluran/penyerahan bantuan sosial, kecuali bantuan 

sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22A. 

(2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu 

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A 

didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau 

keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari 

pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati 

setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. 
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(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan 

cara Pembayaran Langsung (LS). 

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai 

dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya 

dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU). 

(5) Perubahan dasar penetapan penerima bantuan sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dapat 

dilakukan setelah dilaksanakan pergeseran anggaran sesuai 

mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau Perubahan 

APBD tahun berkenaan. 

 

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 Pasal 32 

 

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

 

8. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

 Pasal 37 

 

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan 

keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran 

berkenaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Format E.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan 

kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir 

tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan 

dalam neraca. 

 

9. Ketentuan di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) 

Pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  

Pasal 37A 

 

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan 

sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan 

realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas 

laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah. 
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(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa 

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 

tercantum pada Lampiran E.2 yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

   Pasal 39 

 

  Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terdapat penggunaan hibah 

atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang 

telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang 

bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa 

peringatan tertulis, dan/atau penundaan/pembatalan 

penyaluran hibah, hingga tuntutan secara perdata dan/atau 

pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

11. Ketentuan di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) 

Pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  

Pasal 39A 

 

Ketentuan pada Format C dalam Lampiran Peraturan Bupati 

Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 2/A) diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

12. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  

 Pasal 40 

 

(1) Barang (modal maupun non modal) yang dihibahkan atau 

dibantukan tidak diakui sebagai asset Pemerintah Daerah 

sehingga tidak perlu dilaporkan dalam Neraca Daerah, 

kecuali Belanja Hibah yang bersumber dari Dana Alokasi 

Khusus sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Membebankan biaya administrasi pengelolaan belanja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Anggaran 

masing-masing SKPD yang membidangi. 

(3) Dihapus. 
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13. Ketentuan Pasal 40A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  

 Pasal 40A 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian 

hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2014 

berpedoman pada Peraturan Bupati ini. 

  

 Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Malang 

pada tanggal  8  September   2014 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

H. RENDRA KRESNA 

 

Diundangkan di Malang 
pada tanggal  8  September  2014 
      
      SEKRETARIS DAERAH 

 

 
 Ttd. 
 

            ABDUL MALIK 
  NIP. 19570830 198209 1 001 
 

Berita Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2014 Nomor  5  Seri A 


